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TERM OF REFERENCE

   
    DIALOG TELEVISI - CERDAS BERDEMOKRASI

“DEMOKRASI DIGITAL ALA GEN Z”

Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda Dalam Berdemokrasi
I. Latar Belakang




Saat ini Indonesia memiliki bonus demografi yaitu generasi Z. Generasi Z adalah kaum muda yang lahir pada rentang tahun 1997-2012, yang jumlahnya sekitar setengah dari keseluruhan jumlah masyarakat Indonesia. Data BPS (2020) menunjukkan Gen Z memiliki proporsi terbesar dalam jumlah penduduk Indonesia saat ini, yaitu sejumlah 27,94 persen atau 75,49 juta jiwa dari total penduduk 270,20 juta jiwa.




Generasi ini lahir di era teknologi dan internet mulai berkembang pesat. Peran Gen Z sangat dibutuhkan sebagai agent of change dalam berbagai hal, termasuk dalam bidang politik dan perkembangan demokrasi. Namun, sayangnya minat Gen Z terhadap politik kurang. Berbagai survei daring menyebutkan, Gen Z justru dikenal sebagai generasi apolitis pada Pemilu 2019 lalu. Generasi muda justru menjadi kelompok yang paling banyak memilih untuk melakukan golput. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, salah satunya adalah pandangan gen Z terhadap politik cenderung sebagai hal yang negatif. Mereka menilai politik hanya berisi tentang perebutan kekuasaan yang hanya peduli pada keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat luas. 




Namun demikian, Gen Z terkenal kritis dan menaruh perhatian besar terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan pendidikan dan keterampilan yang mumpuni dan kebiasaan hidup dalam ekosistem digital mendorong Gen Z berani menyampaikan pandangan dan kritik mereka terhadap proses demokrasi. Mereka memilih untuk berekspresi dan mengambil tindakan lewat kegiatan sukarela, gerakan sosial, protes, petisi, dan berbagi materi terkait kampanye di media sosial.



Akan tetapi, dunia digital beserta produknya bagaikan pisau bermata dua. Disatu sisi banyak manfaat dan kemudahan yang kita peroleh dari produk teknologi, namun disisi lain ada resiko dan sisi negatif yang harus diperhatikan secara cermat. 




Dalam kaitannya dengan media sosial sebagai salah satu produk dunia digital, meskipun informasi yang disampaikan lebih banyak dan beragam, update, dan mudah untuk diakses, namun kita tidak bisa menampik informasi yang beredar di media sosial ini memiliki kemungkinan bias terhadap pandangan tertentu dan bisa mempengaruhi pandangan politik Gen Z. Hal ini dikarenakan belum banyak sumber informasi terpercaya yang mampu menjadi wadah atau dasar informasi Generasi Z untuk belajar mengenai demokrasi.




Berkaca kepada pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tahun 2019, partisipasi politik generasi Z cukup rendah. Hal ini disebabkan kurangnya motivasi mereka untuk mengetahui dan turut serta terlibat dalam politik. Oleh karena itu diharapkan antusiasme dan partisipasi Gen Z dalam Pemilihan Umum 2024 mendatang tidak lebih besar dibandingkan Pemilu 2019 lalu. Disamping itu, tidak kalah penting Gen Z diharapkan dapat selalu kritis dan cerdas dalam berpolitik dan berdemokrasi terutama dalam memilih pemimpin. Hal ini penting untuk diperhatikan demi mendapatkan pemimpin yang memberikan kebaikan dan kemajuan bagi negeri ini serta berkembangnya demokrasi Indonesia. 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan akan mengadakan literasi politik dan demokrasi kepada masyarakat umum, terutama Gen Z melalui Dialog TV Daerah dengan tema “Cerdas Berdemokrasi: Demokrasi Digital Ala Generasi Z”.

II. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Dialog Televisi Cerdas Berdemokrasi dengan tema “Demokrasi Digital Ala Generasi Z” dimaksudkan untuk:

1. Mendorong masyarakat, terutama generasi Z untuk dapat berpikir kritis, memiliki kedewasaan dan bersikap bijak dalam berpolitik dan berdemokrasi, terutama dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di indonesai.
2. Membangun minat dan antusiasme masyarakat, terutama generasi Z dalam berpolitik dan berdemokrasi secara cerdas dan sehat
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat generasi Z dalam perkembangan demokrasi Indonesia, terutama saat penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada 
III. Bentuk Kegiatan

Dialog Televisi Cerdas Berdemokrasi diselenggarakan melalui penyedia jasa pihak ketiga dengan mekanisme yang sesuai dengan aturan yang berlaku oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan. Tema dan narasi pesan dalam diskusi ditentukan oleh pihak Subdirektorat Informasi dan Komunikasi Politik dan Pemerintahan atau person in charge yang ditunjuk pimpinan. Pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh Petugas Penerima Hasil Pekerjaan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk dialog publik yang disiarkan di TVRI daerah dan Televisi swasta Daerah dengan mengundang narasumber yang kompeten. 

IV. Narasumber
a. Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
b. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri atau Universitas Swasta di Daerah.
c. Pejabat Daerah
d. Tokoh Masyarakat

V. Target Output, Outcome dan Jangkauan

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya literasi politik dan demokrasi kepada Masyarakat luas terutama Generasi Z. Adapun outcome yang diharapkan adalah semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, terutama Generasi Z untuk berpolitik dan berdemokrasi secara cerdas dan bijaksana. Kegiatan Dialog Cerdas Berdemokrasi ini diharapkan dapat mencapai target jangkauan 1 juta views. 

VI. Waktu Pelaksanaan 
 Kegiatan Dialog Televisi Cerdas Berdemokrasi diselenggarakan selama Bulan Oktober-Desember 2021 di TVRI Daerah dan Televisi Swasta Daerah (wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur) dengan jadwal dan lokasi ditentukan kemudian (tentatif).

VII. Biaya
Adapun total anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Dialog Televisi Cerdas Berdemokrasi Tahun Anggaran 2021 adalah bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021

VIII. Penutup

Term of Reference ini disusun sebagai kerangka acuan literasi politik dan demokrasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kedewasaan serta pencapaian prestasi dalam kehidupan berpolitik dan bernegara.
                                                            Direktur Informasi dan Komunikasi 

                                                            Politik, Hukum dan Keamanan

                                                              Bambang Gunawan 

LAMPIRAN I
DAFTAR PERTANYAAN

1. Melihat situasi politik dan pemerintahan Indonesia selama lima tahun terakhir, menurut Anda, bagaimana praktik demokrasi dijalankan? Apakah kondisi ideal dalam demokrasi sudah tercapai di Indonesia?

2. Jika berkaca pada Pemilu 2014 dan 2019, dalam kontestasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, juga perebutan kursi Wakil Rakyat, apakah praktik demokrasi mulai dipengaruhi oleh media sosial? Bagaimana dijelaskan fenomena media sosial untuk demokrasi?

3. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur dan gawai berbasis Internet sudah meluas, terutama di perkotaan; dalam berdemokrasi, dalam arti kebebasan berpendapat dan berekspresi, menurut Anda, apakah masyarakat kita sudah siap dengan praktik demokrasi digital?
4. Pemilihan Umum Tahun 2024 sudah di depan mata, ruang publik dan ruang digital mulai disesaki dengan pesan-pesan politis, menurut Anda, bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi hal ini? Bagaimana pelajar dan mahasiswa dapat berperan serta dalam menyehatkan ruang publik dan ruang digital dengan kecerdasan berdemokrasi?

5. Bagaimana dengan kehidupan di sekolah dan kampus sekarang, terutama di (Provinsi/Kabupaten/Kota LENGKAPI DENGAN NAMA DAERAH YANG SESUAI), bagaimana demokrasi tumbuh dan berkembang di kampus-kampus? Menurut Anda, apakah para mahasiswa dan pelajar sudah berpartisipasi secara aktif atau justru menjauhi praktik demokrasi digital?
6. Menurut Anda, bagaimana seharusnya pemerintah berupaya dalam meningkatkan partisipasi politik dan pemerintahan di tingkat pelajar dan mahasiswa, misalnya melalui iklim demokrasi digital? Bagaimana konsep literasi demokrasi digital yang ideal menurut Anda?

7. Untuk mendorong terciptanya kondisi demokrasi yang menyehatkan bangsa dan negara, bagaimana literasi demokrasi digital ini dikerjakan oleh pihak kampus? Apa yang perlu digarap secara khusus oleh kampus? Apa masukan dari kampus untuk pemerintah?
LAMPIRAN II

Demokrasi Digital di Ujung Jempol

Ruang demokrasi di masa pandemi Covid-19 menjadi terbatas bagi adanya pertemuan masyarakat secara fisik. Tidak hanya itu, urusan ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik, sosial, dan lainnya diatur dan dibatasi demi mencegah menyebarnya virus korona. 

Sejak itu, kebutuhan masyarakat akan ruang publik berpindah ke ruang digital. Internet memampukan ruang-ruang digital untuk saling terhubung dan menghubungkan warga menjadi warganet.

Dalam pemikiran Hannah Arendt (Marjin Kiri, 2012), ruang publik adalah tempat manusia bebas bersama-sama membicarakan dan memutuskan persoalan-persoalan publik secara argumentatif. Menurut filsuf Yahudi ini, demokrasi dan politik berbasis pada kemajemukan manusia.

Masyarakat majemuk kembali bercakap-cakap melalui jejaring media sosial. Pelajar dan mahasiswa menempuh pendidikan melalui kelas-kelas daring. Pelayanan kesehatan dan keuangan bertransformasi melalui aplikasi-aplikasi berbasis Internet.

Di titik ini, demokrasi juga berpindah ke ruang digital dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, ekses negatif juga melintasi ruang digital bagi demokrasi dalam bentuk ujaran kebencian dan kabar bohong, bahkan intoleransi. 

Batas antara demokrasi untuk kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian menjadi tidak jelas. Jaringan Internet dan jejaring media sosial seakan menciptakan dunia maya yang sama sekali baru bagi setiap pihak untuk mewujudkan apa saja.

Demokrasi Digital 

Demokrasi digital dipandang sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses politik dan pemerintahan. Dalam kondisi ideal, Internet mendorong aspirasi masyarakat tersampaikan melalui berbagai saluran komunikasi pemerintahan sehingga tercipta kebijakan dan regulasi publik.

Adalah demokrasi digital yang juga membuka ruang digital agar berhasil untuk memahami pluralitas pandangan mengenai sebuah isu, menghadirkan ruang untuk partisipasi publik, bahkan untuk mencapai kesepakatan dalam topik yang relatif kompleks dan kontroversial.

Artinya masyarakat seyogianya memiliki kesempatan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi secara demokratis di ruang digital. Namun, optimisme akan demokrasi digital itu memudar. Rohaniwan dan budayawan Sindhunata, dalam Majalah Basis Edisi 3-4 Tahun 2019, menandai zaman ini dengan keciri bahwa jaringan Internet dan jejaring media sosial malah menjadi dunia yang nyaris anarkis.

Menurut Sindhunata, manusia bisa menumpahkan apa saja di Internet, termasuk kebencian, permusuhan, agresivitas, egoisme, dan naluri destruktifnya. Seolah-olah tidak ada hukum dan otoritas yang bisa mengontrolnya. Kabar bohong merajalela tanpa halangan di jejaring media sosial.

Dalam praktek pesta demokrasi di Indonesia, realitas politik dan pemerintahan mencatatkan bahwa sejak Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 lalu, demokrasi bagi masyarakat terbelah menjadi golongan cebong, kampret, dan golput. 

Bagi kalangan cebong, sosok Joko Widodo adalah keutamaan di Indonesia, dan bagi kalangan kampret, Prabowo Subiantoro adalah penyelamat bagi Indonesia. Sementara, kalangan golput alias golongan putih, menjustifikasi sebagai yang cerdas dalam berpolitik.

Fenomena ini mirip dengan kritik Platon atas demokrasi. Filsuf Yunani kuno ini memandang bahwa demokrasi adalah rezim kebebasan dan kesetaraan. Ekses dari kebebasan yang kebablasan dan kesetaraan yang tak tahu batas malah memunculkan manusia tiranik.

Manusia tiranik begitu percaya dengan kata-kata dan opininya sendiri. Dengan bekal kebebasan dan kesetaraan, apa pun yang dipikirkan boleh dikatakan serta merta. Tanpa pandang bulu, bahkan terhadap presiden sekali pun, manusia tiranik melibas dengan kritik pedas.

Namun, makna demokrasi digital tidak bisa direduksi sebatas pada ramainya keterlibatan masyarakat pada peristiwa tersebut, yang konon telah menimbulkan polarisasi yang cukup tajam di tengah masyarakat hingga kini.

Dalam demokrasi digital, warganet bebas berbicara apa saja. Ruang digital adalah agora bagi aksi demokratis bertindak lewat Facebook, Twitter, WhatsApp group, hingga kanal YouTube. Mungkin Platon tidak membayangkan isegoria atau kesetaraan berbicara di ruang publik menjadi sangat masif di ruang digital.

Demokrasi digital menjadi segampang ujung jempol manusia tiranik melemparkan isi hati dan benak kepala melalui kedipan layar ponsel pintar milik jutaan warganet. Menurut rohaniwan dan akademisi Dr. A. Setyo Wibowo (Basis, 2019), generasi cebong, kampret, dan golput adalah wujud manusia tiranik. Mereka tak saling berkomunikasi. Mereka hidup dalam dunianya masing-masing.

Literasi Demokrasi Digital

Dalam demokrasi digital, ruang publik seharusnya dapat dipertahankan sebagai kebebasan dan kesetaraan untuk bersama-sama membicarakan dan memutuskan persoalan-persoalan publik secara argumentatif.

Kehadiran manusia tiranik adalah ekses demokrasi itu sendiri. Berargumentasi dengan golongan ini akan menjadikan warganet hanyut dalam perlombaan ujaran kebencian dan banjir kabar bohong. Namun, tak jarang, aspirasi dan kritik di ruang digital berubah menjadi lelucon, parodi, dan yang penting viral.

Meskipun begitu, menurut Setyo, sejauh manusia tiranik tidak melanggar hukum, mereka harus dilindungi hukum. Namun, bila terjadi tindakan kriminal, tentu hukum harus ditegakkan. Kenyataannya, hukum belum mampu mencegah lahirnya manusia tiranik.

Oleh karena itu, diperlukan pendidikan demokrasi digital agar dalam kebebasan dan kesetaraan itu, hadir etika dan sopan santun sehingga melahirkan manusia yang adil dan beradab. Inilah yang dapat menjadi wajah Indonesia di masa depan saat warganet tidak hanya cerdas berdemokrasi, melainkan juga bijak bermedia sosial.

Literasi demokrasi digital perlu menyasar generasi Z yang akan menjadi generasi emas tepat saat Indonesia genap berusia 100 tahun. Pada saat itu, tahun 2045, Indonesia diyakini mendapatkan bonus demografi yang mana 70 persen jumlah penduduk merupakan usia produktif.

Dengan prosentase begitu besar, generasi emas ini akan memberikan pengaruh yang teramat kuat atas arah ekonomi, politik, dan sejarah Indonesia nantinya.

Dalam konteks politik dan pemerintahan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya melakukan literasi demokrasi digital. "Pemerintah melancarkan komunikasi publik yang mengandung konten-konten positif yang membangun harapan dan optimisme," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong di sela-sela penyelenggaraan PON XX Papua 2021.

Ruang publik perlu diisi dengan konten positif dengan tujuan membangun harapan, mendorong optimisme, dan meningkatkan nasionalisme. Berkembangnya perangkat digital dan akses informasi tentu menjadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah mesti memikirkan cara terbaik dalam menanggulangi hoaks, ujaran kebencian, dan perilaku intoleran di media sosial.

Literasi demokrasi digital difokuskan dan diwujudkan melalui pendekatan inklusif dan tematik. “Maka dari itu, pemerintah melalui program transformasi digital berupaya menginklusikan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi,” ungkap Usman.

Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi menjadi ekosistem bagi tumbuhnya iklim demokrasi digital bagi generasi emas. Konten positif menjadi support system bagi literasi demokrasi digital yang menawarkan harapan, optimisme, dan nasionalisme.

Advertorial Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika @ Donum Theo, Oktober 2021
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